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ABSTRAK

Akmal, Jaclan Usman, Hardianto Hawing; Pengawaan Pemerintah Daerah Terhadap
Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Permasalahan alih fungsi lahan saat ini terus mengalami peningkatan seiring
dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tak terkccuali di Kabupaten Maros, hal
itulah yang mendasari peneliti mengankat wjuan pada penelitian ini yaitu, untuk
mengetahui bagaimana pengawasan préventip pemerintah daerah kabupaten maros
terhadap alih fungsi lahan serta untuk mengetahui pula bagaimana pengawasan
represif’ pemerintah daerah terhadap alih fungsi lahan di kecamatan moncongloe
kabupaten maros. Jenis-penelitian ini bersipat kualitatip dengan menggunakan tipe
penelitian fenomenologl dimana tipe ini mengamati Sestatty bedasarkan fenomena
yang terjadi dalam kehidupun manusia. Teknik -pengumpilan data menggunakan
metode observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian diolah keabsahan
datanya menggunakan welode reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan,

Kegiatan pengawasan vang dilakukan oleh pemerintah dalam hal alih fungsi
lahan pertanian & Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros harus lebih
ditingkatkan lagi karcna masi tergolong kurang maksimal bailc itu pengawason
preventif maupun pengawasan represif. Serta pemerintah selaku pembuat kebijakan
harusnya Ichih memperhatikan lagi mengenai ketersediaan lahan pertanian dengan
berusaha untuk memmimalisir terjadinya pengalih fungsian lahan pertanian vang
masi tergolong produktif kemudian dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak swasta.

Kata kunci © pengawasan preventip, pengawasan represif, alih juigsi lahan, lahan
pertanian, kecamaltan moncongloe
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dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud
dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat. 2) Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini
memberi wewenang untuk: Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan
dan pemeliharaanbumi, air dan ruang anksa tersebut, serta menentukan dan mengatur

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang




mengenai bumi, air dan ruang ankasa. 3)Wewenang vang bersumber dari hak
menguasai tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara ukum indonesia yang merdeka. berdaulat, adil dan makmur.
Sektor pertanian merupakan séktor yang strategis dan berperang penting dalam
perekonomian nasional dan, kelangsungan | hidup = masyarakat. terutama pada
sumbanganya terhadap PDB, pcnyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam
negri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan schagian besar masyarakat
masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara tciah menjadi
negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan
kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelibara industri pertanian primer
dalam kapasitas penyediaan bahan pangan, dalam kaitanya untuk mencegah kerugian
sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fingsi lahan pertanian.
Pembahasan dan penangana masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat
mengurangi jumlah lahan pertanian, tcrutama lahan sawah, telah berlansung sejak
dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini penanganan alih fungsi lahan pertanian
belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian,
implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang
memadai. Tiga kendala mendasar yang menjadi alasan pengendalian konversi lahan
sulit dilaksanakan yaitu: Pertama, kebijakan yang kontradiktif. Kedua, cakupan

kebijakan yang terbatas. Ketiga, Kendala konsistensi perencanaan.




Penyebab pertama, kebijakan yang kontaradiktif terjadi karena disatu pihak
pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi disisi lain kebijakan
pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainya justru mendukung
terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanians Yang kedua, cakupan kebijakan yang
terbatas. Peraturan-peraturan tersebut diatas baru dikenakan terhadap perusahaan-
perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah dan atau akan merubah
tanah pertanian ke non pertanian. Perubahan penggunasn tanah sawah ke non pertanian
vang dilakukan oleh individual belum tersentuh oleh peratiran-peraturan tersebut.
Padahal perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung
diperkirakan cukup luas.

Kendala konsistensi perencanaan disecbabkan karena Rencana Tala Ruang
Wilayah (RTRW) yang dilanjitkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi adalah
instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah
beririgasi teknis. Dalam kenyataanva banyak RTRW yang justru merencanakan untuk
mengkonversi tanah sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Data Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional menunjukan
seandainya arahan RTRW yang ada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan
sawah beririgasi (7.3 juta hektar) hanya sekitar 4.2 juta hektar (57,6%) yang dapat
dipertahankan fungsinya, sisanya yakni sekitar 3,1 juta hektar (42.4%) terancam teralih
fungsikan kepenggunaan lain. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dinilai
sudah tak terkendali, menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman
di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan 800 hektar areal pertanian hilang, berubah

fungsi kesektor lain atau setara 220 hektar setiap harinya.




Kelemahan lain dari peraturan perundangan yang ada yaitu: Pertama. objek lahan
yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal
kondisi fisik lahan relatif mudah direkayasa, sehingga konversi lahan dapat berlangsung
tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Kedua, peraturan yang ada dominan bersifat
himbauan dan tidak dilengkapi sanksi vang jelas, baik besamya sanksi maupun
penentuan pihak yang dikenakan sanksi. Ketiga, Jika terjadi konversilahan pertanian
yang tidak sesuai dengan peratwan yang berlaku sulit ditelusuri jembaga yang paling
bertanggungjawab untuk menindak karena ijin konversi adslih kepuiusan kolektif
berbagai instansi.

Dua faktor strategis lain adalah, perramayang sifatnya fundamental adalah petani
sebagai pemilik lahan dan pemain dalam kelembagaan lokal belum banyak dilibatkan
secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan, Kedua, belum
terbangunya komitmen. perbaikan sistem koordinasi, serta pengembangan kompetensi
lembaga-lembaga formal dalam menangani alih fungsi lahan peianian. Beberapa
kelemahan dan keterbatasan tersebut diatas tclah menycbabkan instrument kebijakan
pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selama ini telah disusun tidak dapat
menyentuh secara langsung simpul-simpul kritis vang terjadi di lapangan.

Beberapa kejadian, alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan lainya bersifat
dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat
dibeberapa wilayah membutuhkan lahan non pertanian yang mencukupi. Namun
demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan supply bahan pangan yang
lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga yang lebih luas, sementara total luas lahan

vang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam




pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan, maka penggunaan
lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan
perumahan. Meskipun nilai intrinsik dari lahan pertanian terutama sawah, jauh lebih
tinggi dari nilai pasamya, sehingga pemilik lahan atau petani belum memperoleh nilai
finansialnya.

Disisi internal sektor pertanian, berbagai karakieristik dari usaha tani sendiri
belum sepenuhnya mendukung Keardh pelaksanaan pelcstarian lakian pertanian yang ada.
Sempitnya rata-rata luas lahan yang diusahakan petani karena proses fragmentasi yang
disebabkan sistem waris pecah-bagi makin memarjinalkan kegiatan vsaha tani.
Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupinya hasil kegiatan pertanian untuk
menutupi  kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mencukupi mendorong penerapan
teknologi baru untuk peningkatan produktivitas. Yang terjadi Kemudian bukan
modernisasi dalam hal penggunaan teknologi pertanian mclainkan penajualan lahan
pertanian untuk penggunaan lainva. Hal lain yang memperparah adalah dengan adanya
desentralisasi maka dacrah berlomba<lomba untuk meningkatkan pertumbuhan demi
pendapatan daerah yang lebih besar. Yang terjadi kemudian adalah daerah
mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana fisik yang juga berakibat pada
penggunaan lahan sawah secara langsung atau peningkatan nilai lahan karena
penawaran yang lebih baik.

Rumitnya permasalahan alih fungsi lahan tersebut, maka upaya pemecahan tidak
mungkin dilakukan secara parsial sebagaimana pendekatan yang dilakukan selama ini.
Diperlukan pendekatan vang menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak terkait secara

aktif.Lahan menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kehidupan manusia.




Fungsi lahan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya.
Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal,
tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan
ketersediaan lahan akan semakin menyempit. Timbulnya permasalahan penurunan
kualitas lingkungan nantinya akan menggangu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut
dikarenakan penggunaan lahan yang tidak-memperhatikan kemampiian lahan, daya
dukung dan bentuk periintukanya,

Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke wakiu seiring meningkatnya
kebutuhan manusia akan fahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan
untuk kepentingan hidup manusia. Oleh karena itu kajian ini menarik untuk diteliti.
Kebutuhan akan lahan non pertanian cenderung terus mengalami peningkaian, seiring
dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia, maka penguasaan dan
penggunaan lahan mulai beralih fungsi, Alih fungsi lahan pertanian yang tidak
terkendali apabila tidak ditanggulangi akan mendatangkan permasalahan yang serius,
antara lain dapat mengancam kapasiias 'penycdiaan pongan. Kecendrungan terus
meningkatnya kebutuhan akan lahan ini menyebabkan alih fungsi lahan sulit untuk
dihindri.

Adanya penetapan Pusat Kota Metropolitan Mamminasata Provinsi Sulawesi
selatan (Perpres 55 Tahun 2011 tentang RTRW Mamminasata) yang ikut mencakup
Kabupaten Maros didalamnya, menempatkan Kabupaten Maros sebagai daerah yang
pengembanganya diarahkan dengan fungsi utama kawasan sebagai pusat pengembangan
jasa, perdagangan, pertanian, industri, pendidikan dan pariwisata. Dimana dalam fungsi

pertanian, yang memiliki lahan cukup luas harus tetap dilindungi keberadaanya. Sebagai




salah satu pendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten maros, ada

sungai solo yang dapat mensuplay air untuk pengairan persawahan sehingga dacrah

dan lahan ladang seluas 1.450.0 hektar. Jika areal persawahan dan ladang yang
produktif di alih fungsikan, maka upaya budidaya pertanian yang dilakukan selama ini
akan sia-sia. Serta upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat itu jelas tidak
dapat tercapai.

Alih fungsi lahan yang terjadi khususnya di Kecamatan Moncongloe itu sangat
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan




Lahan Pertanian Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
Berpedoman pada tujuan utama yaitu tercapainy
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‘Adapun tujuan penelitian ini berdasark  masalah y: ang ada yakni:

I. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif pemerintah daerah
terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten
Maros.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan refresip pemerintah daerah terhadap
alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,
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TINJAUAN PUSTAKA

A.  Penelitian Terdahulu

1. M. Igbal. S.A (2020).
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Jenggolo dapat menckan peralihan lahan 25% - 4,5% dalam kurun waktu
lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Salah satu
upaya yang dilakukan Pemerintah desa Jenggolo agar alih fungsi lahan
tidak terus terjadi adalah dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan

agar tidak menjual lahan sawah kepada orang luar.
Pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada
fokus penelitian yang dilakukan oleh M. Igbal. S.A lebih kebada bagaimana
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menganalisa landasan hokum dari kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah sehingga tidak menemukan sebuah inivasi atau model pengawasan
yang baru yang mampu menekan jumlah atau peningkatan alih fungsi lahan diluar

dari lingkungan Desa Jenggolo it

0 =

’-’

linear berganda dan AHP. Serta data yang digunakan merupakan data

d. Hasil penelitian : hasil overlay peta penggunaan lahan sawah pada tahun
200-2005, 2005-2009 dan 2009 sampai 2015, secara berurutan jumlah lahan
sawah yang terkonversi sebesar 2,77%. 31,84%, dan 82,56%. Hasil analisis
regesi linear berganda, factor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap konversi lahan sawah di kota Bogor adalah jumlah produksi,
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sedangkan yang berpengaruh negative dan signifikan adalah realisasi

anggaran Dinas Pertanian Kota Bogor.

’
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a. Judul penelitian : Analisis penyebab alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah 2003-2013.

b. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui penyebab alih fungsi lahan pertanian
ke non pertanian Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2003

- 2013.




¢. Metode Penelitian : metode penelitia yang digunakan adalah penelitian
asosiatif, dimana ada dua model analisis yang dipakai yaitu, analisis model

pengawasan pemerintah Daerah baik itu sebelum terjadinya alih fungsi lahan

ataukah setelah terjadinya alih fungsi lahan tersebut.
Konsep Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari asal kata “awas”, yang maknanya mengajak agar
seseorang atau berapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan
kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian
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diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” maka terciptalah

kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia

a o\\\\
VZATTR\
l x?

yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (Makmur, 2011:176),
pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan
sasaran yang hendak di capai,

Argumentasi kedua pemikiran tentang pengawasan tersebut jelas kiranya
bahwa, memberikan rumusan masing-masing berdasarkan pola pemikiran,

tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang mercka alami selama dalam
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perjalanan hidupnya dan aliran keilmuan yang mereka terima.

Adapun beberapa penjelasan lain yang coba diartikan oleh beberapa ahli
tentang pengertian pengawasan seperti: Kast dan Rosenzweig (Fahmi. 2013:138)
pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan
organisasi dalam batas-batas yang di izinkan yang diukur dari harapan-harapan.
dan menurut Hadibroto: (Fahmi, 2013:139) pengawasan adalah kegiatan
penilaian terhadap organisasi atau kegiatan terscbut melaksanakan fungsinya
dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditciapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa,
pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan tugas yang diluksanakan menurut ketenivan dan
sasaran yang hendak dicapai atau mengevaluasi prestasi kerja dan apa bila perlu
menerapkan tindakan-tindakan korcksi sehingga hasil pckerjaan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

Sementara menurut Handoke (1999:359), pengawasan dapat didefinisikan
sebagai proses untuk “menjamin™ bahwa tujuan-tujuan organisasi dan
manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-
kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pengertian diatas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara
perncanaan dan pengawasan, diamana pengawasan membantu penilai, apakah
perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah
dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang di tetapkan,

Untuk mengetahui apakah tugas-tugas terlaksana secara efektif dan




sumberdaya digunakan secara efisien, Itu dapat diketahui dari hasil pelaksanaan
fungsi pengawasan atau pengontrol. Maka Ulber Silalahi (2011:380). mencoba
memberikan penjelasan tentang pengawasan sebagai proses pemonitoring
kegiatan organisasional yang dihardpkan. Sebagai suatu proses, maka
pengawasan adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring, dan
pengukuran kinerja, membandingkan  hasi! kinega akwal, hasil  pengukuran
standar yang telah dibuat. serta mengambil tindakan korekiif dan penyesuaian
atau pengembangan bils manadibutuhkan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik
apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat
dikatan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan alau usaha
penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan vang di inginkan yakni tujuan
yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melak ukan tegas’ péngawasan
haruslah bersungguh-sungguh mengerii arti dan tujuan dari pada pelaksanaan
tugas pengawasan, Pengawasan dJapat di defenisikan sebagai proses untuk
“menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen lercapai. (Effendi.
2014 :205).

Para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan pemahaman
dengan bahasa konkrit tentang pengawasan, Hal ini disebabkan bahwa masing-
masing memberikan pemahaman berdasarkan perspektif yang tidak sama. Hal
ini disebabkan obyek yang dimana tidak sama, sehingga menghasilkan bahasa
vang mewakili pemahaman yang tidak sama pula. Kendatipun secara umum

dapat ditemukan kesamaan atas pengertian manajemen itu sendiri.
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Beberapa pendapat kiranya dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman
tentang manajemen, yang secara khusus adalah tentang manajemen pengawasan

itu. Bahwasanya, di dalam manajemen atau pengelolaan manajemen itu ada
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dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan atau diperhatikan. Didalam pemahaman ini terkandung makna
sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan
akhimya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan
pelaksanaannya.

Pakar manajemen Manulang (2012:173), coba memberikan pemahaman
yang berbeda tentang pengawasan dimaksud. Bahwa, pengawasan adalah suatu




proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,
menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana semula, Di dalam kaitannya ini juga
terkandung upaya untuk tetap konsistendi antara perencanaan dan pelaksanaan.
Untuk menjaga konsisten inilah relevansinya pengawasan dilakukan. Dari
beberapa pemahaman yang di sampatkan iuL dan masih banvak pemahaman
lain dapat disimpulkan hahwa hakekat dari pengawasan. it adalah proses
kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakzr.

Seperti menurni Kadarisman (2014:171) pengawasan adalah fungsi di
dalam manajemen fungsional vang harus dilaksanakan oleh sctiap pimpinan
semua unit / satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang
dilaksanakan sesuai dengan  tugas  pokoknya - masing-masing.  Sasaran
pengawasan adalah ogar (idak terjadi penyimpangan - (deviasi) dalam
pelaksanaan pekerjaan, atan dengan kata lain bahwa pengawasan adalah fase
untuk menilai apakah sasaran-sasaron yang ditciapkan telah dicapai dengan
memuaskan atau tidak. Dalam pengawasan tersebut erat kaitannya dengan
persoalan-persoalan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-
rencana yang sebelumnya dibuat serta koreksi-koreksi yang perlu dilakukan
apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari pada
rencana-rencana.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan
bahwa pengawasan merupakan pengendalian manajemen yang sistematis untuk

menetapkan standar prestasi dengan rencana sasarannya guna mendesain
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system informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar
yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan

mencatat besar kecilnya penyimpangan kemudian mengambil tindakan yang
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a. Asas tercapainya tujuan. Dasarmya adalah bahwa semua aktivitas
ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan
perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau devisaperencanaan.

b. Asas efesiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat
dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan darideviasi.

¢. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat




dilaksanakannya perencanaan dengan baik. para pelaksana harus
benar- benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata-mata didasarkan

pada adanya pengawasan yang memb
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dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun
pelaksanaan ataspengawasannya.

g Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan
aktivitas mengandung satu system yang teratur dan terkendali, tidak
saja dalam pelaksanaan aktivitas, didalam pengawasanpun harus
dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Masing-masing punya
kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.
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h. Asas individual. Maksudanya bahwa pengawasan harus sesuai
kebutuhan dan tujuan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran
individu  menentukan
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pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika
pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dansituasi.

. Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus
senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus
fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yangtidak
direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibel dibutuhkan untuk
menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan




m. Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan
bahwa pengawasan harus selalu di
sehingga pelaksanaan atas
pada jalur yang sesus

/’ % w
s //"'uv‘\
karena diangga
Sehingga tugas
pengawasan organisasi dan kebebasan peribadi atau mencari pengawasan yang
tepat.
Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi mematikan

kreatifitas, dan sebagainya, yang akhimya merugikan organisasi itu sendiri.

Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan

sumberdaya dan membuat sulit pencapaian tujuan. (Handoko, 1999:367).
Pengawasan menyatakan ukuran dan merupakan suatu sebaran perilaku.




Jika manajer tidak dapat mengukur, berarti manajer tidak dapat mengawasi atau
mengendalikan. Dalam sebuah organisasi terutama bila menghadapi peralatan
yang berpotensi memengaruhi kehidupan  seseorang, perlu disadari bahwa
kebutuhan untuk membatasi seberan pe
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diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profabilitas tetapterjaga.

¢ Terjadinya kesalahan-kesalahan: sistem pengawasan memungkinkan
manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut, ini apabila diawasi
sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadikritis.

d Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang: bila manajer
mendelegasikan kepada bawahanya, maka tanggung jawab atasan itu
sendiri akan berkurang. terutama dengan mengimplementasikan sistem




dicarikan solusi atas permasalahantersebut.
Adapun tujuan pengawasan menurut Manullang (2012 :173), adalah agar
hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna
(efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan



pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan
untuk mengetahui  kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang
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5. Syarat-Syarat Menjalankan Pengawasan
Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan vang baik yaitu:
a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.
b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan

segera.




€. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
d. Pengawasan harus objektif. teliti dan sesuai dengan standar yang
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Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal
adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya
dari luar organisasi yang secara profesional memang berkinerja
melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat
profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari

organisasi yang diawasi.

Adapun perbedaan dari pengawasan (Effendi, 2014:207) vaitu
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a) Pengawasan Langsung

Menurut Siagian (2008:115) men

ITESUT

fakta-fakta melaui laporan lisan yang diberikan parabawahan.

2. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan
kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya,
sesuai dengan intruksidan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
Laporan khusus: sclain laporan lisan dan tertulis menurut
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manullang (1992:179) pengawasan masih mempunyai satu teknik

lagi, yaitu pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat

balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan
sasaran, merumuskan perencanaan tahap berikutnya, serta
memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan (siandard operation
procedures)

b. Pengawasan operasional

Sedangkan pengawasan operasional adalah system pengawasan
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yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan
memberikan langkah-langkah koreksi langsung (immediate corrective

actions).
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7. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan
Menurut Usman Effendi (2014:212), proses pengawasan terdiri dari
beberapa tahapan yaitu :
a Penetapan standar pelaksanaan
Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat
digunakan scbagai “patokan™ untuk penilaian hasil-hasil, tujuan,



sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
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3. Metode-metode otomatis (outomaticmethods)
4. Inspeksi pengujian (fes) dengan mengambil sample
d. Pembandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis
penyimpangan Maksudnya adalah pembandingan pelaksanaan nyata
terdapat  penyimpangan dan  pembuat  keputusanlah  yang
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¢. Pengambilan tindakan koreksi biladiperlukan Bila hasil analisa
menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus
diambil. Tindakan koreksi dapat diambi

~Ty
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2. Pengertian Pertanian

Menurut Kaslan A Tohir, pertanian merupakan suatu usaha yang meliputi
bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan,
peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil
bumi (pertanian dalam arti luas), dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis

dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha
pelestarianya.
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3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan
merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasiona
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ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional.
Dari segi lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, ekosistem sawah ternyata
relatif stabil dengan tingkat erosi yang cukup kecil, dan dari sudut pandang
struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, alih fungsi lahan sawah akan
menyebabkan ketidak seimbangan hubungan sistematik antara pelaku usaha
pertanian dan lahanya karena sawah merupakan pengikat kelembagaan pedesaan




sekaligus menjadi public good yang mendorong masyarakat pedesaan bekerja
sama lebih produktif. (Sabiham, 2008 dalam Aviciena).
4. Pengertian Alih Fungsi Lahan
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Jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sementara menurut Lestari (Alam 2015:10), mendefinisikan alih fungsi

lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah sebagai perubahan
fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang
direncanakan) menjadi fungsilain. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat
kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan




permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan.
Gani dan alan (Alam 2015:11), mengen

NETLE

Lazimnya motif tindakan ada 3 :
(a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.
(b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha.
(¢) kombinasi dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan
tempat usaha.

Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil, dan




tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan
pertanian sekitarnya barsignifican untuk jangka waktu lama.
Kedua, alih fungsi vang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik
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dinamika pertumbuhan perkotaan maupunekonomi.
b. Faktor Internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial
c. Faktor Kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan
fungsi lahan pertanian.
D. Pemerintah Daerah
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Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara
pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam
arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi pelaksnaanroda pemerintahan
(disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif, termasuk
lembaga yang membuat peraturan Perundang-undangan (dischut legislatif), dan yang
melaksanakan peradilan ( disebut yudikatif). (inu Keneana Syafie, 2013);

Pemerintahan Daerah merpikan suatu kepiatan yang sangal terkait dengan
kemajuan suatu organisasi untuk mempentahankan keberadaanya. Suatu organisasi yang
didalamnya terdapat sckelompok manusia yang menunjukan perilaku  yang
menggambarkan keterkaitan antara manusia dan organisasi tersebut. Perilaku organisasi
terbagi atas dua aspek vaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh
manusia terhadap organisasy (Rasvid Thaha,2012)

Pemerintah daerah organisasi berarti juga proses mecrubak, memperluas atau
memperkecil organisasi sesuai dengan visi, misi, (ujuan dan sasaran yang akan dicapai
oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi public maupun costumers
sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan yang merupakan salah satu tolak ukur
kebiasaan public service dapat terpenuhi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 ** daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yaitu bupati. Menurut
Undang-undang NOmor 23 Tahun 2014 pasal 65 tentang tugas, wewenang, kewajiban
dan hak kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintak ang menjadi kewenangan
dan kebijakan yang

6.  Mengusulkan pengangkatan kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kotayang dipimpin oleh
Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang
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wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

E. Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah penjelasan seme; rA‘ ap suatu gejala yang menjadi

objek penting penelitian. Kerangka / \ arka

timbul  kecenc
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Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dapat dibuat:

Pengawasan Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian

1. PengawasanPreventif:
. A y
a. Pengaturan o \ /
b. Sosiali A <
¢. Peri y
9 N
Y
0
®
\J
F.  Fokus Penelitian
Fokus penelitian i Pengawasan in aerah Terhadap Alih Fungsi

Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Baik itu pengawasan

preventif maupun pengawasan secara refresip dalam mewujudkan tercapainya
kesejahteraan pangan bagi masyarakat. Fokus penelitian adalah yang dilakukan dalam
proses pengembangan daerah dan bagaimana pengawasan pemerintah baik itu dalam
bentuk preventif maupun refresip dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial dan
budaya masyarakat serta dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan-
kebijakan serta langkah-langkah pengendalian yang dilakukan guna menjaga lahan




pertanian fetap utuh dan stabil, sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan pangan
G.  Defenisi Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian saya yaitu::

Lemahnya aturan ataupun penegakan aturan vang dilakukan oleh
pemerintah menjadi salah satu factor penyebab tingginya alih fungsi
lahan yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, hal ini dapat kita lihat
dengan semakin banyaknya masyarakat yang dengan mudah melakukan
pembangunan pada lahan pertanian yang ada di daerah ini.
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2. Pengawasan represif
Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan
penindakan akan penyimpang yang terjadi dalam konversi lahan pertanian
di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif, maka peneliti
mengacu pada 3 aspek:
a. Teguran yaitu peringatan yang diberikan kepada pelaku yang
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BAB I

METODE PENELITIAN
A.  Waktu dan Lokasi Penelitian

untuk melakukan suatu pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan
mereka dan dapat berupaya dalam memahami suatu bahasa serta tafsiran tentang
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Untuk itu peneliti harus terjun
langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama guna menemukan data yang
sesuai dengan fakta lapangan.




2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi ialah pandangan
berfikir yang difokuskan pada pengalaman-pengs

penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh
melalui dokumentasi,
D. Teknik Penentuan Informan Penelitian
Adaapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive
sampling. Menurut Sugiyono (2013: 218-219) purposive sampling merupakan teknik
pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini.
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau
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mungkin dia merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek atau situasi sosial yang ingin diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

Wawancara yaitu pertemuan yang dilakukan dua orang untuk saling
bertukar informasi dengan sesi tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan
makna dalam sebuah topik tertentu, Esterberg (dalam Sugivono, 2013: 231).
Wawancara yang digunakan penulis disini adalah wawancara bebas terpimpin,
artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk
mendapatkan keterangan-keterangan serta informasi yang berkaitan dengan
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di




Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan wawancara bebas vaitu peneliti

bebas mengajukan pertanyaan pada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah komponen yang pertama dalam analisis data yang dapat
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting,
serta dapat mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data
dilakukan.
3. Sajian Data
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Sajian data adalah suatu rangkaian informasi yang dapat memungkinkan
kesimpulan secara singkat yang dapat berarti dalam cerita sistematis serta logis
makna peristiwanya dapat dipahami.
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sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan
mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.
2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diproleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat
untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan
memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan schingga dapat
memperoleh data yang sesungguhnya.
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BAB1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

L3 1Lt

Kabupaten Maros terbagi menjadi 14 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan.
Jumlah penduduk Kabupaten Maros mencapai 278.259 jiwa dengan
kepadatan penduduk 168 jiwa per Km.

Mayoritas penduduk Kabupaten Maros adalah suku Bugis. Meski

demikian terdapat pula suku Makassar dan suku lainya. Hubungan antar
suku terjalin hubungan yang sangat homogen sehingga timbullah watak dan

karakter khas Maros yang agamis, dinamis, kreatif sopan dan ramah.
50




¢. Tofografi
Kondisi topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari datar,
berbukit-bukit sampai bergung-gunug. Hampir semua wilayah Kabupaten

as keseluruhan sekitar 43.8
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1) Hutan lindu -

kurang lebih 2.417 Ha

b) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bontoa dengan luas kurang lebih
323 Ha

¢) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cenrana dengan luas kurang lebih
4.972 Ha

d) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Mallawa dengan luas kurang lebih

87 Ha
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e) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Simbang dengan luas kurang lebih
74 Ha

f) Kawasan hutan lindung yang berada di Kecamatan Tanralili dengan luas

kurang lebih 16 Ha
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¢) Kawasan sekitar waduk terdapat di waduk Lekopaccing di Kecamatan
Tanralili; dan waduk Bonto Sunggu dan rawa di Kecamatan Maros Baru
d) Ruang Terbuka Hijau tersebar di kawasan perkotaan ibukota kabupaten
Maros
3) Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas

Kawasan Konservasi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung seluas
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kurang lebih 28.611 Ha, Taman Wisata Alam Bantimurung di Kecamatan
Bantimurung, Taman Wisata Alam Tanralili di Kecamatan Tanralili.
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5) Kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi berupa: Kawasan rawan bencana alam geologi
terdiri atas kawasan karst di Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Camba,
Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Mallawa, dan
kawasan rawan tsunami terdapat di pesisir pantai di Kecamatan Maros Baru,
Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Bontoa.
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6) Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya di Kabupaten Maros terdiri atas: kawasan

peruntukan produksi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan

/ \&‘(’ “PJ\HO S 4 ’Vo \
S~ \\m\lh,///

\ P U Mu <4 - b0
e s ﬂ“‘\' N PRy R4

c:&f1 roduksi
A Ze
oSN, 7

U: ?

Kecamatan Simbang, KecamatanTanralili, dan Kecamatan Tompobulu,
8) Kawasan peruntukan pertanian
a) Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari: Kawasan Pertanian
lahan basah tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan kurang
lebih 28.688 Ha; dan Kawasan Pertanian lahan kering tersebar di seluruh
wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 29.344 Ha.




b) Kawasan peruntukan hortikultura dengan luasan kurang lebih 11.681 Ha
terdapat di Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Mallawa.
Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan

Tompobulu
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b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari:Tambak di
Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan
Marusu, Kecamatan Bantimurung, kecamatan Turikale dan kecamatan
Mandai, kawasan perikanan kolam dan tumpangsari dengan kawasan
peruntukan sawah dan kolam terutama di Kecamatan Bantimurung,
Kecamatan Bontoa, Kecamatan Camba, kecamatan Turikale, Kecamatan
Tanralili dan Kecamatan Lau




¢) Kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau
‘dan Kecamatan Maros Baru;
lﬂ}Kaman_pumutukan pertambangan
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11) Kawasan peruntukan industri
a) Kawasan besar menengah kimas yang berada di Kecamatan Marusu;
b) Kawasan industri menengah perikanan yang berada di Kecamatan
Bontoa dan Kecamatan Lau;
¢) Kawasan industri besar marmer di Kecamatan Bantimurung dan
Kecamatan Simbang:
d) Kawasan industri besar semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung;




€) Kawasan industri besar peleburan di Kecamatan Bontoa; dan
f Kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah di perkotaan
Maros tersebar di seluruh kecamatan,

Kecamatan Tompobulu;

14) Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan Peruntukan lainnya terdiri atas kawasan peruntukan
perkantoran: kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan pelayanan
umum; kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan kawasan kesclamatan
operasional penerbangan (KKOP)
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b. Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
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kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu

dengan Goa Salukang Kallang; dan obyek wisata alam air panas di Dusun
Rea Toa

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya terdiri atas: kawasan

pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan
Maros Baru; kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (Istana Raja Marusu)
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di Desa Pakere Kecamatan Simbang; dan kawasan budaya Khawaltiah

Sammang di Desa Patte’ne.
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Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten maros
merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode 2018-
2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencap aian
target pembangunan wilayah di Kabupaten Maros, sebagaimana yang
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1) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara utuh,
untuk mendukung keterpaduan konektivitas guna meningkatkan
produktifitas, efesiensi dan pelayar
daya saing daerah.

an sistem logistik bagi penguatan
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fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

¢) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :




d) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

¢) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Pekerjaan imum dan Pcnataan Ruang;

g) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan
Umum dai {'enataan Ruang

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

B. Pengawasan Preventif Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di

Kecamatan Moncongioe, Kabupaten Maros.

Usaha pemerintah daerah Maros diantaranya dinas pekerjain umum dan
penataan ruang terkait pengawasan dalam pengendalian alih fungsi lahan di kecamatan
moncongloe, dapat kita lihat dengan berbagal, model pengwasan vang dilakukan,
diantaranya dengan model pengawasan preventif, Model pengawasan ini merupakan
tindakan pencegahan awal yang dilakukan sebelum terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini
dilakukan dengan mencegah adanya oknum-oknum yang dapat meneyebabkan
terjadinya penyimpangan dalam proses pengurusan izin pembangunan, sehingga alih
fungsi lahan yang semestinya tidak terjadi dapat terjadi akibat oknum tersebut diatas.
Maka dari pemeruintah daerah kabupaten maros, khusususnya dinas pekerjaan umum

dan penataan ruang sangat menekankan dimaksimalkanya tipe pengawasan preventif ini.

Adapun bentuk pengawasan preventif dapat kita lihat sebagai berikut:




1. Pengaturan
Pengaturan yaitu adanya keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh
pihak yang akan melakuan alih fungsi lahan di kecamatan Moncongloe,
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untuk mengalih fungsikan lahan pertanian berkelanjutan yang tergolong sebagai
lahan LP2B dan LCP2B, meski lahan tersebut milik masyarakat secara pribadi.
Hal ini berbanding terbalik dengan fakta-fakta dilapangan yang ditemukan oleh
peneliti, dalam penelitian yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, ada begitu
banyak lahan pertanian yang sebelumnya tergolong sebagai lahan LP2b dan
LCP2B yang telah dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan.




62

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Penataan

kawasan dan Bangunan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:

“mengenaiperaturan pemanfaatan lahan _semua sudah diatur dalam peraturan
daerah kabupulen maros, numun (idak €rperingi mengenai jenis-jenis lahan yung
bisa di alih fungsikan, itulah yang harusnya dibenahi dari awal. Scharusnya ada
penckanan melalui pembahargan aturan daerah menyangkut lahan yang tidak
boleh dikonversikan dan jenis lahan yang dapat dikonversikan serta luasnya juga
sangat perlu disertakan agar supaya pihak swasta tidak dengan mudah
melakukan konversi lahan dengan begitu luas™, unghap hu Nurannah, ST selaku
Kasi. Penataan Kawasan dun Bangunan. selasa. 12 oktober 2021.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa peraturan dalam
hal alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Maros, Khusunya Ji Kecamatan
Moncongloe, masiu sangat lemah sehingga pelunya dihadirkan sebuah peraturan
daerah yang baru vang menekankan mengenai jenis-jenis lahan serta luas lahan
yang dapat dikonversikan.

Adapun tambahan hasil wawancara dengan [lhamsyah Rauf selaku staf
dikantor kecamatan Moricongloe, beliau mengatakan,

“meskipun ada aturan kbusus yang dibuat dikecamatan, desa ataupun
kelurahan, itu skan sangal sulal usivk mcrobadesi wrjadinya alih fungsi lahan
pertanian karna yang melakukan alih fungsi lahan tidak semua perusahaan
swasta yang melakukan pembangunan industry perumahan, melainkan juga
masyarakat luar yang sebelumnya membeli lahan di sini kemudian membangun
dengan dasar mereka telah berkeluarga dan pisah dari orang tua dikampung serta

bekerja di Makassar dan melakukan pembangunan rumah di daerah ini”,
ungkapnya (rabu, 27 oktober 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa memang
dibutuhkan ketegasan oleh pemerintah daerah kabupaten melalui perda untuk
membatasi terjadinya konversi lahan dari pihak perusahaan karna ketika itu tidak
dilakukan, masyarakat yang telah membeli lahan di kecamatan moncongloe dan

bekerja di kot maassar pun banyak yng telah melakukan pembangunan sehingga
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mengakibatkan penyempitan lahan pertanian yang akan berdampak pana

penurunan kermampuan daerah nuntuk menunjang keberlangsungan pangan.

. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yvang dilakuan oleh
pemerinth terhadap pihak yang akan melakukan konversi lahan pertanian di
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Sosialisasi ini dilakukan oleh dinas
pekerjaan umum dan penatadn ruang serta dinas pertanian dn ketahanan pangan,
agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan konversi lahan pertanian yang
daerah.

Sosialisasi merupakan sarana awal yang dilaukan pcmerintah untuk
menjelaskan kepada masyarakal betlapa pentingnya menjaga  lahan-lahan
pertanian yang mask produktif untuk menuunjang kcherlangsungan ketahanan
pangan terlebih kabupater maros merupakan dacrah penyangga kota Makassar
dalam hal ketersediaan bahan pangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kasi pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
kabupaten maros, dalam hal ini Ibu Rahmatiah, SE..M.Adm.Pemb.

*sosialisasi menyangkut pemanfaatan ruang telah kami lakukan secara langsung
dengan bekerju sama dengan pihak kecamatan moncongloe seria beberupa desa
dan kelurahan untuk turun langsung kepada masyarakat, mengingatkan betapa
pentingnya menjaga lahan pertanian dari tindakan alih fungsi lahan serta
menjelaskan mengenai aturan-aturan serta lahan yangb tepat untuk dialih
fungsikan serta yang tidak tepat. Sosialisasi seperti ini juga pernah dilakukan

oleh dinas pertanian secara menyeluruh di tiap kecamatan-kecamatan yang ada
di kabupaten maros”, tegasnya, selasa 12 oktober 2021.




Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi ndlam
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dinas pertanian telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan alih fungsi
lahan pertanian yang masi tergolong produktif mengingat mercka memiliki
program utama untuk tetap menjaga hasil pertanian sesuai dengan target tahunan

3. Perizinan
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Perizinan yaitu hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan
pemerintah dalam hal adnya masyarakat yang memohon izin untuk melakukan
alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan moncongloe, Kabupaten Maros.

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah
kabupaten maros, tentang ketentuan perizinan, yang merupakan acuan dalam
npemberian izin pemanfaatan ruang, bahwa setiap pemanfaatan ruang harus
mendapatkan. izin pemaniaatan ruang dan harus melaksanakan setiap ketentuan
perizinan pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, pemcnntah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan
peruntukan wilayah berdasarkan rencana tata ruang sebagai mana diatur dalam
peraturan daereah.

Hasil wawancara peneliti dengan kasi. Pengawasn dan pengendalian
pemanfaatan ruangdi kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
kabupaten maros, mengcpai perizinan dalam melakukan alih fungsi lahan
pertanian di kecamatan moncongloc kahupaten maros yang semakin meluas.
“dalam hal perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, itu ada aturanya,
ada syarat-syarat vang harus dipenuhi sebelum memberikan izin untuk
melakukan pemanfaatan lahan. kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan
pemanfaatan untuk apa. jika untuk pemukiman secara pribadi kami tidak bisa

menahan untuk tidak memberikan izin meski itu lahan pertanian”, ujamya selasa
12 oktober 2021.

“akan tetapi jika diperuntukan untuk hal lain, seperti pembangunan perumahan,
pembangunan ruko dan bangunan lainya, itu harus diketahui dulu apakah lahan
yang akan dialih fungsikan itu lahan pertanian yang produktif atau bukan. Jika
lahan itu lahan pertanian yang produktif maka izin akan susah untu diberikan
wala terkadang ada juga yang bahkan melakukan pembangunan tanpa mengurus
izin terlebih dahulu atu juga mengurus izin dengan alas an pembangunan rumah
pribadi tetapi satu dua tahun bangunanya ditambah”, tambahnya.




Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa sudah ada aturan
menyangkut pemberian izin terhadap meraka yang akan melakukan pemanfaatan
lahan akan tetapi ada juga sebagian yang tidak mendapatkan izin namun tetap
melakukan alih pungsi lahan. Lebih danjut peneliti juga melakukan wawancara
dengan kepala dinas pertanian mengenai perizinan untuk melakukan alih fungsi
lahan pertanian yang tergolong produktif.

“dari_dinas pertanian itu sendiri ddak icrlalu berkewenangan mengenai

perizinun_untuk melukukan pernbungunun meski iw dilabun pertanian yuny
produktif. kamin hinya melakukan sosialisasi dan menjclaskan kepada
masyarakat mengenm pentingnya tetap menjaga lahan pertanian yang produktif
untuk mpmmmmnmmmmm?m
dan Badan Pertanahan yang berwenang meski kami juga ketika ada kesempatan

bertemu maka kami selalu berkordinasi dengan pihak terkait agar supaya ntidak
mudah memberikan izin pembangunan kepada masyarakal yang akan mcngal:h
fungsikan lahan pertanianya yang tergolong produktif® imbuhnya, senin 18
oktober 2021.

Keterangan dari wawancara tersebut, dapat dikatakan ‘bahwa kunci
perizinan dipegang olah dinas PUPR dan Badan Perianahan akan tetapi dinas
pertanian bisa melakukan kordinasi mengenai pemerian izin kepada masyarakat
yang akan melakukan pembangunan atau mengalih fungsikan lahan pertanianya
yang tergolong produktif. Hal ini dilakukaan karna dinas pertanian menyadari,
jika alih fungsi lahan pertanian yang produktif tetap terjadi maka dampaknya
akan mengakibatkan penurunan intensitas hasil pertanian di daerah.

C. Pengawasan Represif Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di
Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros
Selain dari pada tipe pengawsan preventif yang dilakukan dalam usaha

pemerintah daerah kabupaten maros yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian di
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kecamatan moncongloe, ada juga tipe atu model pengawasan represil yaitu pengawasan
yang dilakukan dengan penindakan, karna tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan
sehubungan dengan alih fungsi lahan di kecamatan moncongloe.
Adapun bentuk pengawasan represif yarig dapat dilihat sehagai berikut:
1. Teguran

Teguran yaitu_pefingatan vang dibetikan kepada pelaku vang melakukan
alih fungsi lahan pertanaian dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas pertanian dikantor
dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten maros mengenai teguran yang
diberikan terhadap mercka yang melakukan alih fungsi lahan pertanian dan tidak
sesuai dengan aturan yang yang diterapkan dalam aturan daerah.

“memang lahan pertanizn Khususnya dikecamatan monconglioe semakin hari
semakin menipis dan bervbah wujud menjadi kawasun perwnahan. Kami dari
dinas pertanian tidak memiliki kewenangan besar untuk melakukan teguran
kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi Jahan pertanian. akan tetapi
ketika ada masyarakat vang melukan ahh {iingsi lahan pertanian dan menyalahi
aturan perizinan maka kami berhak menegur bahkan mengajukan permohonan
kepada pihak-pihak terkait untuk menghentikan pembangunan pada lahan
pertanian yang di alih fungsikan”, ucapnya, seninl 8 oktober 2021,

Selain kepala dinas pertanian, peneliti juga mewawancarai kasi pengawasan
dan pengendalian pemanfaatan ruang di kantor dinas pekerjaan umum dan
penataan ruang kabupaten maros.

Menurut beliau, “menyangkut para oknum-oknum yang melakukan alih fungsi
lahan perianian lanps mengikuli nprosedur perizinan yang sda alau bahkan
melakukan manipulasi dengan melewati batas-batas surat izin yang diberikan,

maka kami bekerja sama dengan badan pertanahan daerah akan mencabut izin
pembangunanya”, tegasnva selasa 12 oktober 2021
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Hasil wawancara darikedua narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa
teguran pada pelanggar sangat perlu dilakukan akan supaya pelanggaran-
pelanggaran dalam hal alih fungsi lahan pertanian tidak terulang lagi, bahkan
Jika diperlukan izin pembangunan atau pengalih fungsian lahan dicabut jika
terbukti menyalahi prosedur vang telah ditertapkan oleh pemerintah daerah
maupun provinsi.

Sanksi

Sanksi yaitu bentuk peringatan yang diberikan kepada pihak yang
melakukan konversi lahan pertadian di kecamatan moncongloe kabupeten
marosyang fidak sesuai dengan ketentuan umum dan aturan yang diterapkan
oleh pemerintah daerah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kasi penataan
kawasan dan bangunan di Kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
kabupaten maros, mengenai sanksi yang diberikan techadap mereka yang
melakukan alih fungsi lahan peitrian di kecamatan moncongloe yang tidak
sesuai dengan aturan.

* mengenai dengan sanksi terhadap pelaku yang melakukan alih pungsi lahan
pertanian dun lidak mengikuti prosedur yang (elah dilettupkan, maka kami
selaku bidang penataan kawasan dan bangunan yang berwenang memberikan
sanksi nkepada para pelanggar, tindakan utama yang kami lakukan adalah sanksi
berrupa pencabutan izin pembangunan dan jika bangunan telah jadi maka
kemungkinan besar kami akan segel sampai mercka melengkapi semua syarat
untuk pengalihan fungsi lahan, akan tetapi jika tidak di indahkan pula maka
kami akan melakukan penggusuran”, tegasnya, selasa 12 oktober 2021.
Sekretaris camat Kecamatan Moncongloe juga menambahkan,

“jika terbukti melakukan pelanggaran dalam konversi lahan yang dilakukan,

baik ilu perisinan yang dimanipulasi alaupun lahan pertanian yang bersengketa,
maka kami juga selaku pemerintahnkecamatan memiliki hak untuk memberikan
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sanksi berupa pelarangan pengalih fungsian lahan™, tambahnya, rabu 27 Oktober
2021,

Hasil wawan cara ditas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di
kabupaten maros. khususnya kecamatan moncongloe, mengenai sanksi bagi
mereka yang melanggar prosedur pengalih fungsian lahan pertanian maka akan
ditindak secara tegas, bukan hanya dari dinas PUPR selaku perwakilan
kabupaten, akan ftetapi dari pihuk kecamatan juga dapat memberikan sanksi
kepada mereka yang tidak mengindahkan aturan dan prosedus pengalih fungsian
lahan pertanian yaug berlaku.

. Penindakan

Penindakan yaitu memberikan hukuman penahanan kepada pihak yang
melakukan konversi lahan pertanian dan mencoba untuk tidak mengikuti aturan
yang berlaku/dan diterapkan di kabupaten maros.

Berikut  hasil. wawancara peneliti denpan  kasi  pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan ruang di kantor dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kabupaten maros;
“pengenai penindakan terhadap pelaku pengalih pungsian lahan yang tidak
sesual dengan prosedur, memang ada hukuman pidans lerhadap pelaku letupi
yang melakukan tindak pelanggaran berat, seperti pemalsuan izin, itu pun harus
memenuhi syarat-syarat yang berlaku, apakah dia layak untuk ditindaki kerana
penahanan ataukah dengan penindakan dalam bentuk lain™, tegasnya, selasa 12
oktober 2021.

Beliau juga menambahkan bahwa,

“jika ada yang menyalahi aturan dan telah diberikan sanksi sebelumnya namun
tidak mengindahkan maka kami tidk akan menahan diri untuk melakukan
penahanan dengan mengajukan kepada pihak vang berwajib untuk melakukan
proses hukum terkait pihak-pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran

berat dan tidak mengindahkan surat teguran yang pernah dilayangkan™,
tambahnya.
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Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa menyangkut pihak-pihak
yang melakukan pelanggaran berat terkait alih fungsi lahan pertanian dan tidak
mengindahkan teguraan atupun sanksi yang telah dilayangkan, maka pihak
pemerintah dalam hal ini dinas PUPR tidak segan untuk melakukan tindakan
penahanan dengan mengaju7kan proses hukum kepada pihak vang berwajib jika
memang terbukti bersalah. Meskipun selama ini belum da kcjadian penahanan
yang dilakukan terhadap pelanggar alih fungsi lahan, akan tetapi kasi penataan
kawasan dan bangiman mengatakan
"memang selama ini belum ada kejadian dimanma pelangpar smpai pada
penindakan penahanan. selama ini hanya. Sampai pada pencabulan izin, dan
teguran tertulis akan tetapi kami dari dinas PUPR sclaku  yang
bertanggungjawab dalum hal pengalih fungsian lahan ini, tidk akaan segan jika
memang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tergolong besar
dan sangat merugikan”, tambahnya.

Tambahan hasil’ wawancara diaias dapat disimpulkan bahwa memang
sampai sekarang belum ada penindakan sampai pada penihanan, akan tetpi jika
tindakan penahanan itu dibutuhkan maka pihak pemerintah tidak segan untuk
melakukanya.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti dan hasil wawancara diatas, dapat
disimpulkan bahwa penindakan adlah langka hukum yang harus dilakukan oleh
pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap pihak-pihak yang melakukan
pelanggaran berat terkait alih fungsi lahan pertanian. Dalam kata lain,
penindakan ini merupakan hukuman yang lebh berat dan oleh karna itu kekuatan
hukum dapat dijalankan sesuai dengan peraturan, karna sejauh ini masi ada

pihak-pihak yang tidak menjalankan peraturan itu secara efektif dan efisien.
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D. Pembahasan

Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak

Penelitian ini ben
preventip dan pengawasan ref
Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dari hasil yang telah diuraikan diatas, dapat
dilihat sebagai berikut:
1. Pengawasan preventif
Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa
pengawasan preventip pemerintah dalam hal alih fungsi lahan masi tergolong
kurang maksimal padahal seyogyanya pengawasan preventip ini merupakan
pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, tujuanya
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adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian
misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana yang nantinya
segera dilaksanakan, (murhaini, 2014:11). Namun dalam pelaksanaan
pengawasan tersebut, banyak kekelimian-kekeliruan yang lahir didalam proses
pengalih fungsian lahan tersebut. hal mendasar yang harusnya menjadi acuan
dalam pengalih fungsian lahan pertanian adalah aturan Pemerintah dalam hal ini
Perda Kabupaten Maros vang dengan tegas melarang diadakanya alih fungsi
lahan pertanian yang tergolong sebagai lahan LP2B dan LCP2B kecuali
dilakukan oleh Pcmerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum atu bencana
alam.

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Moncongloc Kabupaten
Maros yang temmaksud dalam lahan LP2B dan LCP2B ini ‘sangat jelas
melanggar aturan aken tetapi tetap bisa lolos, ini menjelaskan bahwa dalam
proses pengawasan prevenif vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Maros masi tergolong lemah, hal ini perlu dibenahi Sesuai dengan SOP yang
berlaku dalam proses pengawasan preventif,

Dasar dalam pengawasan preventif yaitu pengaturan, harus bisa
dijalankan dengan baik dan maksimal oleh Pemerintah Daerah, ini sangat
penting mengingat bahwa sudah jelas ada aturan dalam proses pengalih fungsian
lahan schingga dalam melakukan pengawasan pemerintah tidak perlulagi
memikirkan dan melakukan banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu
apakah lahan ini dapat dialihkan atautidak karna dalam aturan PERDA

Kabupaten Maros NO 1 Tahun 2020 sudah sangat jelas disebutkan lahan yang
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Berdasarkan hasil penelitian menyangkut pengawasan preventif yang
dilakukan pemerintah yaitu; pengaturan, sosialisasi dan perizinan, sehingga peneliti
di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. belum berjalan secara maksimal, hal
ini dapat dibuktikan dengan semakin meluasnya pengalihn fungsian lahan
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kurang maksimal sehingga penurunan jumlah lahan pertanian di kecamatan
moncongloe tidak dpat dipungkiri lagi.
B. Saran
Berdasarkan hasil npenelitian, penelitin menyarankan kepada pemerintah bahwa:
a. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan pemerintah terhadap alih
fungsi lahan pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros,

memperjelas aturan serta prosedur pengalih fungsian lahan agar supaya tidak
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terjadi penyim.pangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaanya, serta
setjelas prosedir pengawasan sehingga prosés yang dilakukan
bisa berjalan maksimal.

b. Dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan antara pemnerintah dengan
pihak-pihak terkait yang
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